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Kepada Yth
Ketua MSyP Aceh dan Ketua PTA
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Assal amu’ al ai kum Wr Wb .

Sehubungan dengan program peningkatan pelayanan di lingkungan peradilan agama
dant el ah b er ak hCliennSgrace Im@dvemdntl han Australd.
Mei 2008, yang memfokuskan pada “Peningkatan Pelayanan Terhadap Pencari Keadilan dan
Pengembangan Teknologi Informasiunt uk Menunj ang Pel aksa
ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara segera melakukan langkah-langkah peningkatan pelayanan kepada pencari
keadilan, sesuai dengan kondisi masing-masing, sebagaimana dibahas dan dirumuskan
pada rapat kordinasi Ketua MSyP dan Ketua PTA se Indonesia, di Bandung, tanggal 14-
16 Mei 2008.

2. Agar Saudara memberi kesempatan dan dukungan kepada peserta pelatihan di Australia
yang berasal dari lingkungan PTA yang Saudara pimpin —sekiranya ada- untuk
mempresentasikan hasil pelatihan kepada para pejabat dan staf PA/PTA di lingkungan
kerja Saudara dan mengembangkan kreatifitasnya dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

Rumusan rapat kordinasi KMSyP dan KPTA se Indonesia di Bandung (terlampir) dan
bahan-bahan/informasi  pelatihan  di  Australia  pada  www.badilag.net  dan
www.mahkamahagung.go.id dapat dijadikan masukan.

Demikianlah, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

. Direktur Jenderal
v \ Badan Peradilan Agama
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Yth. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama
Yth. Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pembinaan

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung
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RUMUSANELOMPOK I

TENTANG CLIENT SERVICE / PELAYANAN PERADILAN AGAMA

. KEWAJIBAN APARAT PERADILAN AGAMA

Penunjukan majelis hakim dilakukan paling lambat 3 hari setelah perkara digaftitakan di Pen
2. Penetapan hariaid dilakukan paling lambat 3 hari setelah berkas diserahkan ke Majelis Hakim
3. Penentuan hari sidang pertama oleh majelis hakian gisdingulama :
1 14 hari jika para pihak berad#ain wilayah hukum Pengadilan Agama.
1 21 harjika para pihak beraddudi wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan tetapi m
berada dalam wilayah PTA.
1 30 hari jika para pihak berddardivilayah hukum PTA yang bersangkutan.
1 90 hari apabila salah satu pihak atau kedua belatagédkibenegeri.

4. Pemeriksaan perkara dilakukan selambatnya 6 bulan harus sudah putus, kecuali dalam hal tertentu y
ditentukan oleh undangang.

5. Berita acara persidangan harus sudah selesai sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
Putusan/petapan sudah harus selesai sebelum sidang pembacaan putusan dalam bentuk hard copy.
Pemberitahuan isi putusan harus disampaikan kepada para piklknbatag@dat hari sejak putusan
diucapkan.

Minutasi berkas perkara dilakukan paling lambat Jathartitsssn diucapkan.
Pembuatan/penerbitan akta cerai dalam perkara cerai gugat diselesdiganbaglganBdiari sejak putusan
BHT.

10 Pembuatan/penerbitan akte cerai untuk perkara cerai talak harus diseles#akalpaseyantbaari setelah
ikrartalak diucapkan.

11 Rehas panggilan sidang harus siisiatahkan oleh juru sitaru sita penggampadaketua majelis selambat

lambatnya 2 hari setelah melaksanakan pemanggilan.

II. LARANGAN BAGI APARAT PERADILAN

1. Bagi Ketua dan Wakil Ketua.

a. Melakuahathal yang dilarang dan atau yang bertentangan dengan peraturampangegi&ode etik
sertaPPH(Pedoman Perilaku Hakim)
Menerimpihakpihak yang berperkara dan berkas perkara secara langsung dari pihak yang berperkare
Melakukan intervenghaelap majelis hakim dalam memeriksa perkara.
Menerima tamu yang berhubungan dengan pihak yang berperkara baik di kantor maupun di luar kan

Menerima pihqlkhak yang berperkara secadirssndiri dluar persidangan.

- 0o Q 0 O

Melakukan intervensi terhadigkganaan DIPA atau menentukan pelaksanaan anggaran tanpa koorc
dengan kuasa pengguna anggaran.
g. Menetapkanekia majelis dan ataugatey majelis hakim yang ada hubungan keluarga dengan pihak vy

berperkara yang ditanganinya.



2. Bagi Hakim

a

Melakukanahhal yang terlaradgnatau bertentangan dengan peraturan peumtiaggn kode etik
sertaPPH(Pedoman Perilaku Hakim)

Menerimpihakpihak yang berperkara dan berkas perkara secara langsung dari pihak yang berperkare
Menerima pihplhak yang hmmrkara secaransirisendiri diuar persidangan.

Membantu dan memberikan saran atau menjanjikan sesuatu kepada pihak yang berperiteala menge
yang berhubungan dengan substansi perkara kecuali dalam hal yang dibenarkan oleh -hukum/p
undangn.

Memberikan informasi kepada pihak atau orang yang ada hubungannya dengan perkara yang ditanc
data pribadi hakim dan pejabat lainnya mengenai alamat, nomor telepon rumah, HP, dan data pribad
Meminta kepa#atua untuk menanganiarerkertentu.

Berlaku tidak sopan di dalam persidangan, mengantuk/tidur dan perbuatan yang tidak layak lainnya.

Membawa pulangrimah berkas perkiaeaiali atas izin Ketua Pengadilan

3. Bagi Pejabat Kepaniteraan

a
b.

C.

Melakukan Kahl yang terlarang atatebgahgan dengan peraturan perundangan.

Menerima pihak yang berperkiaia #iewenangannya.

Memberi informasi tentang data pribadi hakim dan pejabat lainnya (termasuk dirinya sendiri) menge
nomor telepon rumah, HP dan data pribadi lainnya.

Memhantu dan memberikan saran atau menjanjikan sesuatu kepada pihak yang berperkdra menger
yang berhubungan dengan substansi perkara.

Menerima atau meminta jasa kepada pihak yang berperkara dengan cara dan dplam bentuk apa
Menundaunda pelaksa@n dan yang berhubungan dengan perkara seperti : penerbitan akta c
pengiriman berkas banding, kasasi, PK, eksekudaitan lain

Mengadakan pertemuan dengan pihak yang berperkgeaidng pengadilan.

Memberikan dokumen atau meminjamtlkrih copy kepada pihak yang berperkara.

Merubah berita acarluali yang terjadi dalam persidangan.

Memberikan janji terhadap-pihakyangoerperkara tentang waktu penyelesaian perkara.

Memberikeinformasi hasil pemeriksaan perkara yang sifatniratesizdan.

4. Bagi PaniteRengganti

a
b.

Memberikan informasi tentang materi persidangan

Memberikan informasi tentang materi yang harus disampaikaryathefbepimatkara kepada majelis
hakim di persidangan.

Membekaninformasi tentang kemungkinan pytasg akan diambil olejelis hakim.

Mempersilahkan kepada para pihak secarsesafidinintuk bertemu dengan hakiar didang atau
dengan pejabat pengadilan lainnya untuk memastanpgeaiel berkaitan dengan perkara.
Membekaninformasi teang data pribadi hakim atau pejabat lEmgsuklirinya sendimmengenai

alamat, nomor telepon rumah , HP dan data pribadi lainnya.



Membantu danemberikan saran dan atauanikan sesuatu kepada yang berperkara mendelai hal
yang berhubungdengan substansi perkara

Menerimdanmeminta imbalan jasa dengan cara dan dalam bpuatuk apa

Menundaunda pelaksanaan dan penyelesaian yang berhubungan dengan perkara seperti berit
persidangan (BAP), minutasi ddaitain

Membawa pulang lasperkara kecuali atas ketua Peraglilan Agama.

5. Bagi Juru SigaruSita Pengganti

a
b.

Membekaninformasi tentang materi persidangan.

Membekaninformasi tentang materi yang harus disampaikan oleh pihak yang berperkara kepada
hakim di persidgm.

Membekaninformasi tentang kemungkinan putusan yang akan diambil oleh majelis hakim.
Mempersilahkan kepada para pihak secaraesatid untuk bertemu dengan hakim atau dengan pejab
pengadilan lainnya kmteminta penjelasan yang berkaitgardperkara.

Membekaninformasi tentang data pribadi hakim atau pejabatelaimastkiifinya sendimengenai
alamat, nomor telepon rumah , HP dan data pribadi lainnya.

Membantu danemberikan saran dan atau njkajasesuatu kepada yang bamaerkengenai Hrezll

yang berhubungan dengan substansi.perkara

Menerima atau meminta tambahan biaya penggilafaienydayang ada hubungannya dengan tugas
kejurusitaan.

Menerima dan meminta imbalan jasa dalam bgntnk apa

Rebas panggilan tidakdh di tjpex ataypundicoret.

6. Bagi Seluruh Aparat Pengadilan

a
b.
C.
d

Berhubungagrkomonikasi dengan pihak yang berperkamdalaik wiaupdiluar pengadilan.
Membekianinformasi tiar kewenangssa.

Membekiansaran atau bantuan jasa yang bedmai dengan perkara

Membekaninformasi tentang data majelis hakim atau pejabat lainnya (termasuk dineygesaidiri)

alamat, nomor fga rumah, HP dan data pribadi lainnya.

[ll. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengadilan melakukan pengembi@kgatogi informasi dalam bentuk:

a

b
C.
d

Otomatisasi pengelolaan administrasi perkara sejak penerimaan perkara sampai penyelesainnya.
Otomatisasi pengelolaan administrasi kesekretariatan meliputi bidang kepegawaian, keuangan dan u
Pengembangan web site.

Pengmbangan layaminformasi digital dengan menggunakaii, Eort massage service (SMS), layar
sentuh guch seen) layar digital (digitee@®f dan sarainformasi digital lainnya.

Dokumentasi audio proses persidangan.

Penerjemahan dokumen.



2. MemasWdan seluruh data perkara dalstens teknologi informasi

3. Memberikan peluang kepada pencari keadilan dan atau masyarakaypaddukmmengakses data perkara
maupun putusan/penetdpang telah dianomaselalui media informasi yang tersedia segaai peraturan
yang berlaku.

4. Menyediakan unit pelayanan informasi bagi pencari keadilan dan masyarakat yang membutuhkan
pengadilan.

5. Menyediakan unit kehumasan yang bertindak selaku juru bicara pengadilan.

6. Mengatur tata ruang pengadilan bagarakad pencari keadilan sedemikian rupa sehingga antara pen:
keadilan dengan aparat peradilan tidak terjadi kontak langsung.

TIM PERUMUS
Ketua : Drs. H. Ahmad Mukhsin Asyrof, SHKRIFA Pekanbaru (.............cceeeeeeenn. ).
Sekretaris: Drs. H. Moh. Thahir, SH.,MIPTA Palembang G )
Anggota : 1. Drs. H. Khalilurrahman, SH./ KFTA Semarang G )
2. Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomaliriglo/ MPTA Ternatd...........cccccooevmummmeinnnnnnnns )
3. Drs. H. M. Tarsi Hawi, S¥KFTA Banten (S )
4. Drs. H. Soufyan M. Saleh, SHKPTAVISy.P. NAD (e )
5. Drs. H. M. Aminulkhit, SH. /KPTA Jayapura (ereerree e )
6. Drs. H. Mahmud J, 8Hiakim TingBiTA Yogyakarta P )

7. Drs. H. Hefni H. S. Hasan, MMHRHA Jambi (ereerree e )



RUMUSAN KELOMPOK Il

TENTANG PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING

. BERPERKARA SECARA CIVAMA ( PRODEO)
A. DASAR PEMIKIRAN

1. Pada asasnya berperkara di muka Pengadilan dikenakan biaya (Pasal 121 ayat (4aydtR/asal 14
R.Bg.

2. Apabila pihak tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohon
berperkara secamamacuma grodeo) sebagaimana diatur dalam Pag4l128IR /Pasal 2287 R.Bg,
Pasal 24243 HIR/Pasal 2781 R.Bg. dan Pad&#14 Undangndang No.20 Tahi®47 tentang
Peradilan Ulangan.

3. Oleh karena dalam praktek menangani suatu perkara tidak bisa dihindari dari kebutuhan biaya, m:
melalui DIP@hur2008 telah menyediakan anggaran untuk membiayai perkar&Bwbdeo ters

4. Olehkarenabelum ada aturan berkaitan dengan teknis penggunaan biaya perkara Prodeo dalar
tersebut, maka untuk keseragaman perlu dibuat pedoman/petunjuk teknis berperkara secara Prc
dibiayai negara (DIPA) sebagaimana akan dilnaikam idi.

B. SYARATSYARAT BERPERKARA SECARA PRODEO
1. Mengajukan permohonan berperkara secacaroaadeo) tertulis atau lisan.
2. Permohonan tersebut dilampiri Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah yang dik
Camat.
3. Surat Ketengan Tidak Mampu tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah kambahneayiaémar

pemohon tidak mampu membayar biaya perkara dan atau bukti lainnya tentang ketidakmampuannya

C. PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DENGAN BIAYA DIPA
1. Dalam Tinkat Pertama

a. Bagi Penggugat/Pemohon yang mengajukan permohonan berperkara secara prodeo diajukan
sama pada saat mengajukan surat gugatan/permohonan atau pada saat meng
gugatan/permohonan lisan.
Bagi Tergugat/Termohon dapat diajukan padaersagtikkan jawaban gugatan /permohonan
Penggugat/Pemohon ( Vide : Pasal 237 dan 238 ayat (1) dan ayat(2) HIR/Pasal 273 dan 274 ay
ayat (2) R.Bg.

b. Penggugat/Pemohon harus menyebutkan alasan untuk |s=penka@odeo dalam surat
gugatan/permotam yang diajukan.
c. Dalam petitum gugatan/permohonan dicatumkan kalimat antara lain :

1) Memberi izin kepada Penggugat/Pemohon untuk berperkara secara Prodeo.

2) Membebaskan Penggugat / Pemohon dari segala biaya perkara.



Penggugat /Pemohon mengajuk@ataguatau permohamng ke Pengadilan Agama dan Pengadilan
Agama mengeluarkan Surat Kuasa Untuk Membayasdi®daMRp. 0,00 (tata cara pengajuan
gugatan/permohonan sesuai tata cara yang diatur dalam prosedur penerimaan perkara da
Bindalmin)

Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut (PMH).
Majelis Hakigang ditunjukenetapkan hari siggPHS) dan memerintahkan Jurusita untuk memangc
Penggugat/Pemohon dan Tergugat/ Termohon, dengan biaya penwmggikat péebankan
anggaran Pengadilan kepada Panitera /Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran dengan instrume
Setelah menerima perintah dari Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris/lKuasa Pengguna A
memerintahkan Bendaharawan Rutin untukianieanydiaya panggilan tersebut dari mata anggaral
yang telah disediakan dalaBA Dlengan menggunakan instrkmesus dan instrumen tersebut
dijadikan bukti untusBkan sebagai pengeluaran.

Bendaharawan Rutin menghubungi Petugas Meja Satuint#ukksieam biaya panggilan tersebut.
Setelah ditaksir Petugas Meja Satu yang kemudian dituangkan dalam SKUM ( rangkap tiga) I
tersebut diserahkan kepada Bendaharawan Rutin untuk diproses lebih lanjut.
Setelahmenerim&KUM alri Petgas MjaSatu, kewudian BendaharawatinrmeyerahkarsKUM
disertai panjdriayanya kepadasirSetela diposes kenudian sat rangkap SKUM afwaputh)
diserahkawleh Kasir kepadBendaharawarrutn Selgaibukti pengeluaran untdkSPJ3kan Hla
Tergugatérmohorberdomisitii wiayah hukm PergadilanAgamalain maka laiya panggilaimtuk
Tergugafermohon tetdfbebankakepada PengdahAgama dhana perkara diajukan

Petugas Bukinduk KeuanganerRara, patyas/pemegang Bubwrnal Keangan Perkaraard
petugaglenegang Buku KasnBantumencatat pengraantersebut sebag@anjarBiayadalam
Bukdbuku Keuangan Perkara dimaKsmudian, setelblaya panggilan tersebut digunakahk
menanggil pargihak, petugas/pemegang-buku keuangan pegkaencatat pula pengeluaran
dalam buklbuku keuangan perkara dimaksud.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkar
dahulu memeriksa permohonan berperkara secara prodeo. Pihak lawan dalanseleusidapgan ter
mengpngkal permohonan tersebltdeagan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak berala
ataupun dengan menyatakan bahwa pemohoomhdmpambayar biaya perkara.

Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan, menjatuhkan putestusderfgela (Vide : Pasal
239 ayat (1) HIR/Pasal 275 ayat (1) R.Bg.). Putusan Sela tersebut dimuat sedaleneBgktn di
Acara Persidangan.

Dengan salah satu alasan sebagaimana dimaksud Pasal 239 ayat (2) HIR/275 ayat (2) R.Bg
Hakim daat menolak permohonan tersebut (Vide : Pasal 239 ayat (3) HIR/Pasal 275 ayat (3) R.B
Apabila permohonan prodeo tidak dikabulkan, maka dalam Putusan Selanya Majelis
memerintahkan Penggugat/Pemohon untuk membayar panjar biaya perkara yhergakgomlah
ditaksir kemudian oleh petugasSdgajaleda waktu pembayaran diberikan selama 14 (empat bele
hari sejak dijatuhkannya Putusan Sela.

Apabila Penggugat/Pemohon tidak membayar panjar biaya perkara sampaydoajtedatvaktu
ditentukan pewaan perundaigdangan, maka gugatan/permoRenggugat/ Pemoldicoret dari

daftar perkara.



p. Apabila permohonan prodeo dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela.

dikabulkannya permohonan prodeo tersebut, Penggugat/Pemohomlaibsbasiabiaya perkara,

dan selanjutnya biaya perkara dibelapeda negara melalui DIPA Pengadilan Agama denga

mekanisme sebagai berikut:

1

Salinan amar Putusan Sela diserahkan Majelis HakimPlegipeddSekretaris/Kuasa Pengguna
Anggaran gur@embayaran biaya perkara oleh Negara melalui mata anggaran dalam DIPA
telah ditentukan.

Paritera/ Sekretaris menyeralsigdinan amar putusan selalietdeepada Bendaharawan Rutin
dengan perintah agar mengeluarkan sejumlah uang yang besdtaksirakemudiian oleh
Petugas Meja Satu. PerintaliteRd8ekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran dituangkan dala
instrumen khusus.

Bendaharawan Rutin menghubungi Petugas Meja Satu agar menalesyapaaijgara. Setelah
Petugas Meja Satu menaksiamphigya yang dituangkan dalam ,SKWMSKUMersebut
diserahkarepada Bendaharwan Rutin.

Setelah Bendaharawan Rutin menerimal&KB&lugas Meja Satu, laherabayar panjar biaya
kepada Kasir sejumlah yang tertera dalam SKUM. Setelah KasBKhdviaetan pembayaran
panjar biaya perkara dari Bendaharawan Rutin lalu memprosesnya sesuai tugas Kasir.
diproses, kemudian Kasir menyerahkan SKUM warna putih kepada Bendaharawan Rutin d:
warna putihileh yang kemudian oleh BendaharaviramiRmigsikan sebagai bukti pengeluaran
untukpengSPJan DIPAleh Bendaharawan Rutin.

Petugas Buthuku Keuangan Perkara mencatat penerimaan tersebubdialboku tersebut
sebagai Tambahan Pamamikian juga pencatatan pengeluaran biaylaulabarku tersebut
dilakukan secara tertib.

Apabila setelah putusan akhir dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan ternyata ada kelebihan biay:
Kasir mengembalikan kelebihan biaya perkara tersebut kepada Bendaharawan Rutin denga
pengembaliardan selanjutnya pengembalian sisa panjar tersebut oleh Bendaharawan
disetorkan ke Kas Negara.

Apabila sebelum perkara diputus, ternyata ada kekurangan biaya perkara, maka Majeli
memerintahkan kepadait®iaiSekretaris/Kuasa Pengguna Anggéminmengeluarkan biaya
perkara tambahan dengan menggunakan instrumen khusus. Mekanisme selanjutnya meng
ketentuan angka 2), 3) dan 4) di atas serta ketentuan yang berlaku dalam permintaan tambal
biaygerkar&kepada pihak berperkara.

Dahm hal Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon bertempat tinggal di luar wilayah
Pengadilan Agama yang bersangkutan makayentp&ngjgilan tetap dibebard@ada DIPA

Pengadilan Agama di mana perkara diajukan.

r. Apabila yang mengajukan permoberagrkara secara prodeo adalah Tergugat, maka prosedurn

adalah sebagai berikut

1
2.

Permohonan diajukan pada waktu menyampaikaat@asvgbgatan Penggugat.
Apabila permohonan beracara secara prodeo tersebut dikabulkan dan Tergugat dalam

terseht dikalahkan, maka Tergugat dibebaskan dari membayar biaya perkara.



3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama dengan care
Hakim menyerahkan salinan amar putusan kejiada/Jelretaris selaku Kuasa Pengguna
Anggaran.

4. Mekanisme selanjutnya hampir sama dengan mekanisme yang telah diuraikan sebelumnya.
Setelah Kasir menerima biaya perkara dari Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendaharaw
Kasir mengembalikan uang yang disetor Penggugat kepada Penggugat @an umegerimak
perkara yang disetor Kuasa Pengguna Anggaran sebagai gantinya.

2. Dalam Tingkat Banding

a

Permohonan berperkara secara prodeo pada tingkat banding, diajukan secara lisan atau tertul
panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus pekbdalzns tenggang waktu 14 hari setelah
putusan dibacakan atau diberitahukan (Pasal 242 ayat (1) HIR/Pasal 278 ayat (1) R.Bg./Pasal
20 Tahun 1947.

Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama memanggil kedua belah pitek yang |
untuk memeriksa permohonan berperkara secara prodeo (Pasal 242 ayat (3) HIR/Pasal 278
R.Bg.). Mekanisme penunjukan majelis hakim (PMH), penetapan hari sidang, proses pemang
biayanya serta pembukuannya mengacu pada ketentuan dhlarBdPpeskara Secara Prodeo
Dalam Tingkat Pertama.

Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim ke Pengadilz
Agama/Mahkamah Syar'iyyah Propinsi bensdehd ldan salinan putusan (Pasal 244 HIR/Pasal 28(
R.Bg.).

Pemgiriman berita acara tersebut dalam tenggang waktusselzatia 7 hari setelah pemeriksaan
selesai (Pasal 13 UU No. 20/1947).

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyyah Propinsi memeriksa permohonan tersel
menjatuhkan putusan dalam bentedapam dan penetapan tersebut dikirimkan bargfghé ke
Pengadilan Agama (Pasal 245 ayat (1) HIR/Pasal 281 ayat (1) dan (2) R.Bg./Pasal 14 UU No. 20
Pengadilan Tinggi Agama/M.Sy. Propinsi karena jabatannya dapat menolak permohoa@n untuk |
secara prodeo (Pasal 245 ayat (1) HIR/Pasal 281 ayat (1) R.Bg.).

Apabila permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat me
banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohc
membayar biaya banding.

Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, maka berkas perkara banding berup
dan bundel B dikirimkan oleh Pengadilan Agama/M.Sy. ke Pengadilan Tinggi Agama/M.Sy. Proj
dilanjutkan ke proses pemarksakok perkara.

Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan, maka pemohon dibebaskan dari se
perkara Bamdy dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
Mekanisme pengeluaran dari DIPA, penyerahan genigaslaan penerimaan/pengeluaran di buku
keuangan perkara dan fg#gan oleh Bendaharawan Rutin mengacu pada mekanisme huruf g d
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Dengan Biaya DIPA Dalam Tingkat Pertama sebagaimane

atas.



[I. PELAKSAMYN SIDANG KELILING

A. DASAR HUKUM
1. Surat Keputusan Ketua M. Sy.P/PTA/M.Sy./PA
2. Surat Keputusan Kefaarah Tk. II.

B. TUJUAN
Memberikan pelayanan prima kepada para pihak yang berperkara ke Pengadilan Agama.

C. BIAYA
1. Biaya Perkara
Biaya perkara dibebankan kepada pihalgyangberperkara (Penggugat/Pemohon) sesuai Panjar Biay
Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan Reasirsgmaksiggh/tempat.

Adaputkomponen biaya tersebut meliputi
a. biaya panggilan.

b. biaya pemberitahuan

c. biaya sita

d. biaya pemeriksaan setempat

e. biaya materdian

f. biaya lainnya.

2. Biaya Operasional.
Biaya operasional sidang keliling yang dibebankanmépaagadilan Agama terdirt dari

a. biaya sewa tempeaisidangan

b. biaya sewa perleaqggn sidang;

c. biaya transportasi/akomodasi/uang harian :
1) Majelis Hakim
2) 1 orang Panitera Pengganti
3) 1 acang Jurusita/Jurusita Pengganti.

4) 2 (dua) orang pegawai administrasi.



D. TEMPAT

1

Lokasi

Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yangijkahtdaPengadilan Agama, atau di lokasi yang apabil
sidang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama akan rhereynbikatkan para pencari keadilan baik
dari segi biaya, waktu maupun proses.

Ruang Sidang/Tempat

Ruang sidang/tempat dilaksangia sidang keliling, diserahkan kepada Ketua Pengadil
Agama/ MahkamahmaSngar 6i yah masing

Memenuhi dekorum ruang persidangan.

Menjaga martabat pengadilan.

REKOMENDASI

Sehubungan dengan tersedianya anggaran dalam DIPA MA RI untuk kepakupanpara kgiddilan dalam
lingkungan Peradilan Agama dengan acara Prodeo dan Sidang Keliling maka diharapkdaradamakiSKettu&
MA RI Bidang Yudisial untuk mengatuPrackea dan Sidang Keliling.

TIM PERWYS

Ketua Drs. H. Matardi E., SH, MH.KPTA Bengkulu G )

Sekretaris Drs. H. Sudirman Malaya SH, MH. / KPTA Mataram (e )

Anggota  : 1. Drs. H. Muh. Djufridkal SH, MH. / KPTA Kendari (e )
2. Drs. H. M. Sunusi Khalid, SH, MH. / KPTA Kupang (S )
3. Drs. H. Mahyiddin Usman, SH KPTA Padang P )

4, Drs. H. Albidl Razak Ahm&éH, MH.KPTA Ambon (cevemmmmmmmmmeee e )



5. Drs. H. M. Thahir HasHATA Makasar P )

6. Drs. H. Mansur NaSk, MH. / KPTA Samarinda (eeeeeee e )
7. Drs. HM. Hasan H. MuhamB&tiMH/ KPTA Banjarmasin = (c.....evvveeivnninnnnnnninnninnnn. )
8. Drs. H. M. Wildan Suyuthi SH, MH. / WHKkRTtA (cereeeeeeer e )

Demikian rumusan ini disdsBandung pada tanggal 15 Meisfaai standarisasi pelaksanaan kéirjgkdingan
Peradilan Agama.



